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PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.BKy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinyuh, 17
November 1980 (umur 43 tahun), agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten
Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Duri, 05 Agustus
1981 (umur 42 tahun), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Supir Tangki, tempat
kediaman di Kabupaten Mempawah, Provinsi
Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024
telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkayang, dengan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.BKy., pada hari itu juga,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas,
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Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5
Maret 2000;
2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus
gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat hingga bulan Maret 2001, setelah itu tinggal di rumah
kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
selama 22 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da
dukhul), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak hingga saat ini, yaitu;

a. ANAK KE-1, Lahir di Sungai Duri, 20 Maret 2001, NIK -;

b ANAK KE-2, Lahir di Sungai Duri, 24 Januari 2004, NIK -;

c ANAK KE-3, Lahir di Sungai Duri, 10 Juni 2007, NIK -;

d. ANAK KE-4, Lahir di Sungai Duri, 2 Juli 2010, NIK -;

e ANAK KE-5, Lahir di Sungai Raya, 13 September 2017,

NIK -;
Saat ini anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat sudah menikah,
anak ketiga bekerja dan berpisah tempat tinggal, sedangkan anak keempat
dan kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-4 dan ANAK
KE-5 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan;

a. Tergugat sering cemburu berlebihan dan menuduh

Penggugat berselingkuh;

b. Tergugat marah dan menuduh Penggugat berselingkuh

adalah penyebab nafkah batin Tergugat tidak terpenuhi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2024, dan sejak itu pula Penggugat
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dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat,

sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga terjadi berpisah tempat

tinggal dan telah berlangsung selama 13 Hari;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih

memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah

mengunjungi Penggugat, pernah mencoba berkomunikasi dan Tergugat

pernah ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga,

namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bengkayang Cqg. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;

Subsider :
Atau apabila Majelis Hakim/ Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat in person datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan
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Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan
difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Miftahul Arwani, S.H.I dan
sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 5 Maret 2024, ternyata
mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana terlampir;

Bahwa, setelah dibacakan kesepakatan perdamaian, Penggugat
menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan
Agama Bengkayang;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap
dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi dan dalam proses
mediasi telah ternyata mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor
32/Pdt.G/2024/PA.Bky., tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat
mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang
pembacaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sebelum
Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan
demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena dicabut
maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang
untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
32/Pdt.G/2024/PA.Bky., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan
didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.
Syarif Firdaus, S.H.l.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.BKky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ‘Rp  30.000,00
2. Biaya proses ‘Rp  75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat :Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat :Rp  10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat ‘Rp 245.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat :Rp  10.000,00
7. Biaya redaksi ‘Rp  10.000,00
8. Biaya meterai ‘Rp  10.000,00
9. Biaya PNBP Pht. ‘Rp ,00

Jumlah ‘Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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